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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Menjelaskan Tujuan Wawancara. 

2. Menanyakan Identitas Narasumber. 

3. Gambaran Prinsip Good Corporate Governance di Baznas Kota 

Tangerang? 

4. Kendala dalam menerapkan Good Corporate Governance di 

Baznas Kota Tangerang? 

5. Kendala yang banyak terjadi pada SDM yang ada. 

6. Banyaknya pelatihan yang diikuti oleh staf pegawai baznas, dari 

yang gratis hingga berbayar. 

7. Adakah kemungkinan penambahan program bantuan dari baznas 

kota tangerang? 

8. Bagaimana cara menghitung dengan pedekatan indek zakat 

nasional? 

9. Adakah intervensi kepada baznas kota tangerang? 

10. Adakah perbedaan pelayanan dari para muzzaki, dari muzzaki 

perorangan ataupun muzzaki badan(instansi)? 

11. Bagaimana Baznas bisa memastikan tepat sasaran dalam 

memberikan bantuannya?  

12. Harapan dari bapak (Jaka Firmansyah) untuk Baznas 

kedepannya? 

 

 

 



 
 

Lampiran 2 

Foto-foto Wawancara 

  

Wawancara dengan bapak Jaka Firmansyah 



 
 

Lampiran 3 

Skoring Dimensi Makro dan Mikro 

Dimensi Makro 

No Variabel Kriteria 

(1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat) 

 1 2 3 4 5 

1 Regulasi 

Nasional 

Memiliki 

UU zakat 

beserta 

perangkat 

peraturan 

pendukun

g 

di tingkat 

nasional 

serta 

memiliki 

Perda 

zakat 

di <25% 

provinsi 

Memiliki UU 

zakat beserta 

perangkat 

peraturan 

pendukung di 

tingkat 

nasional serta 

memiliki 

Perda zakat 

sekurang- 

kurangnya di 

25% provinsi 

Memiliki 

UU 

zakat 

beserta 

perangkat 

peraturan 

pendukun

g di 

tingkat 

nasional 

serta 

memiliki 

Perda 

zakat 

sekurang- 

kurangnya 

di 

50% 

provinsi 

Memiliki 

UU 

zakat 

beserta 

perangka

t 

peraturan 

penduku

ng di 

tingkat 

nasional 

serta 

memiliki 

Perda 

zakat 

sekurang

- 

kurangny

a di 

75% 

provinsi 

Memiliki 

UU 

zakat 

beserta 

perangkat 

peraturan 

pendukung 

di 

tingkat 

nasional 

serta 

memiliki 

Perda zakat 

di seluruh 

provinsi 

2 Regulasi 

Daerah 

(untuk 

penghitu

ngan 

level 

provinsi)

* 

Memiliki 

Perda 

zakat 

di tingkat 

provinsi 

dan Perda 

zakat di 

<25% 

kab/kota 

di provinsi 

tersebut. 

Memiliki 

Perda zakat 

di tingkat 

provinsi dan 

Perda zakat 

sekurang- 

kurangnya di 

25% kab/kota 

di provinsi 

tersebut 

Memiliki 

Perda 

zakat 

di tingkat 

provinsi 

dan Perda 

zakat 

sekurang- 

kurangnya 

di 50% 

kab/kota 

di 

Memiliki 

Perda 

zakat 

di tingkat 

provinsi 

dan 

Perda 

zakat 

sekurang

- 

kurangny

a di 75% 

Memiliki 

Perda zakat 

di tingkat 

provinsi dan 

Perda zakat 

di seluruh 

kab/kota di 

provinsi 

tersebut 



 
 

provinsi 

tersebut 

kab/kota 

di 

provinsi 

tersebut 

3 APBN 

untuk 

BAZNA

S 

Rasio 

APBN 

terhadap 

biaya 

operasiona

l 

BAZNAS 

<20% 

Rasio APBN 

terhadap 

biaya 

operasional 

BAZNAS 

sekurang- 

kurangnya 

20% 

Rasio 

APBN 

terhadap 

biaya 

operasiona

l 

BAZNAS 

sekurang- 

kurangnya 

30% 

Rasio 

APBN 

terhadap 

biaya 

operasio

nal 

BAZNA

S 

sekurang

- 

kurangny

a 

50% 

Rasio 

APBN 

terhadap 

biaya 

operasional 

BAZNAS 

sekurang- 

kurangnya 

75% 

4 APBD 

untuk 

BAZNA

S 

daerah 

(Untuk 

Penghitu

ngan 

level 

provinsi) 

APBD 

untuk 

BAZNAS 

daerah 

(Untuk 

Penghitun

gan level 

provinsi) 

Rasio APBD 

terhadap 

biaya 

operasional 

BAZNAS 

daerah <20% 

Rasio 

APBD 

terhadap 

biaya 

operasiona

l 

BAZNAS 

daerah 

sekurang- 

kurangnya 

30% 

Rasio 

APBD 

terhadap 

biaya 

operasio

nal 

BAZNA

S 

daerah 

sekurang

- 

kurangny

a 50% 

Rasio 

APBD 

terhadap 

biaya 

operasional 

BAZNAS 

daerah 

sekurang- 

kurangnya 

75% 

5 Jumlah 

Lembaga 

Zakat 

Resmi, 

Muzaki, 

dan 

Mustahik 

Tidak 

memiliki 

database 

dari 

jumlah 

lembaga 

zakat 

resmi, 

jumlah 

muzaki 

dan 

Memiliki 1 

dari database 

jumlah 

lembaga 

zakat resmi, 

jumlah 

muzaki dan 

mustahik per 

lembaga 

Memiliki 

2 dari 

database 

jumlah 

lembaga 

zakat 

resmi, 

jumlah 

muzaki 

dan 

mustahik 

Memiliki 

database 

jumlah 

lembaga 

zakat 

resmi, 

jumlah 

muzaki 

dan 

mustahik 

per 

Memiliki 

database 

jumlah 

lembaga 

zakat resmi, 

jumlah 

muzaki dan 

mustahik 

per lembaga 

serta peta 

persebarann



 
 

mustahik 

per 

lembaga 

per 

lembaga 

lembaga ya 

6 Rasio 

Jumlah 

Muzaki 

Individu 

terhadap 

Jumlah 

Rumah 

Tangga 

Nasional 

Rasio 

jumlah 

muzaki 

terdaftar 

(memiliki 

NPWZ) 

terhadap 

rumah 

tangga 

nasional 

<1% 

Rasio jumlah 

muzaki 

terdaftar 

(memiliki 

NPWZ) 

terhadap 

rumah tangga 

nasional 

1-3.9% 

Rasio 

jumlah 

muzaki 

terdaftar 

(memiliki 

NPWZ) 

terhadap 

rumah 

tangga 

nasional 

4-6.9% 

Rasio 

jumlah 

muzaki 

terdaftar 

(memilik

i NPWZ) 

terhadap 

rumah 

tangga 

nasional 

7-10% 

Rasio 

jumlah 

muzaki 

terdaftar 

(memiliki 

NPWZ) 

terhadap 

rumah 

tangga 

nasional 

>10% 

7 Rasio 

Jumlah 

Muzaki 

Badan 

terhadap 

Jumlah 

Badan 

Usaha 

Nasional 

Rasio 

jumlah 

muzaki 

badan 

terdaftar 

(memiliki 

NPWZ) 

terhadap 

jumlah 

badan 

usaha 

<1% 

Rasio jumlah 

muzaki badan 

terdaftar 

(memiliki 

NPWZ) 

terhadap 

jumlah badan 

usaha 

1- 1.9% 

Rasio 

jumlah 

muzaki 

badan 

terdaftar 

(memiliki 

NPWZ) 

terhadap 

jumlah 

badan 

usaha 2-

2.9% 

Rasio 

jumlah 

muzaki 

badan 

terdaftar 

(memilik

i NPWZ) 

terhadap 

jumlah 

badan 

usaha 3-

3.9% 

Rasio 

jumlah 

muzaki 

badan 

terdaftar 

(memiliki 

NPWZ) 

terhadap 

jumlah 

badan usaha 

≥4% 

Keterangan: 

Khusus tingkat kabupaten/kota, keberadaan perda pengelolaan zakat akan 

membuat nilai indeks regulasi sama dengan 1 (satu), dan ketiadaan perda 

pengelolaan zakat akan membuat nilai indeks regulasi sama dengan 0 

(nol). 

 

 



 
 

Dimensi Mikro 

No Variabel Kriteria 

(1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat) 

1 2 3 4 5 

1 Penghimpunan Pertumbuhan 

(YoY) <5% 

Pertumbuhan 

(YoY) 5-9% 

Pertumbuhan 

(YoY) 10- 

14% 

Pertumbuhan 

(YoY) 15- 

19% 

Pertumbuhan 

(YoY) >20% 

2 Pengelolaan Tidak 

memiliki 

SOP 

pengelolaan 

zakat, 

rencana 

strategis, 

sertifikasi 

ISO/manaje 

men mutu, 

dan program 

kerja 

tahunan 

Memiliki 

sekurang- 

kurangnya 1 

dari SOP 

pengelolaan 

zakat, 

rencana 

strategis, 

sertifikasi 

ISO/manaje 

men mutu, 

dan program 

kerja 

tahunan 

Memiliki 

sekurang- 

kurangnya 2 

dari SOP 

pengelolaan 

zakat, 

rencana 

strategis, 

sertifikasi 

ISO/manaje 

men mutu, 

dan program 

kerja 

tahunan 

Memiliki 

sekurang- 

kurangnya 3 

dari SOP 

pengelolaan 

zakat, 

rencana 

strategis, 

sertifikasi 

ISO/manaje 

men mutu, 

dan program 

kerja 

tahunan 

Memiliki 

SOP 

pengelolaan 

zakat, 

rencana 

strategis, 

sertifikasi 

ISO/manajem 

en mutu, dan 

program 

kerja tahunan 

3 Penyaluran* ACR <20% ACR 20-

49% 

ACR 50-

69% 

ACR 70-

89% 

ACR ≥90% 

PS >12 

bulan 

PS 9-12 

bulan 

PS 6-<9 

bulan 

PS 3-<6 

bulan 

PS <3 bulan 

PE >15 

bulan 

PE 12-15 

bulan 

PE 9-<12 

bulan 

PE 6-<9 

bulan 

PE <6 bulan 

Tidak ada 

anggaran 

untuk PD 

PD minimal 

dialokasikan 

0.1 - <2.5 % 

anggaran 

PD minimal 

dialokasikan 

2.5-<7.5 % 

anggaran 

PD minimal 

dialokasikan 

7.5-< 10% 

anggaran 

PD minimal 

dialokasikan 

≥ 10% 

anggaran 

4 Pelaporan Tidak 

memiliki 

laporan 

Memiliki 

laporan 

keuangan 

Memiliki 

laporan 

keuangan 

Memiliki 

laporan 

keuangan 

Memiliki 

laporan 



 
 

keuangan yang tidak 

teraudit 

teraudit tidak 

WTP 

teraudit 

WTP dan 

publikasi 

pelaporan 

berkala 

keuangan 

teraudit 

WTP, 

memiliki 

laporan audit 

syariah dan 

publikasi 

pelaporan 

secara 

berkala 

5 Indeks 

Kesejahtera an 

CIBEST (W) 

Nilai Indeks 

0 – 0.20 

Nilai Indeks 

0.21 – 0.40 

Nilai Indeks 

0.41 – 0.60 

Nilai Indeks 

0.61 – 0.80 

Nilai Indeks 

> 0.80 

6 Modifikasi 

IPM (Indeks 

Pembangun an 

Manusia) 

Nilai Indeks 

0 – 0.20 

Nilai Indeks 

0.21 – 0.40 

Nilai Indeks 

0.41 – 0.60 

Nilai Indeks 

0.61 – 0.80 

Nilai Indeks 

> 0.80 

7 Kemandirian Tidak 

memiliki 

pekerjaan 

dan 

usaha/bisnis 

Memiliki 

pekerjaan 

tidak tetap 

(serabutan) 

Hanya 

memiliki 

salah satu 

dari 

pekerjaan 

tetap atau 

usaha/bisnis 

Memiliki 

salah satu 

dari 

pekerjaan 

tetap atau 

usaha/bisnis 

dan memiliki 

tabungan 

Memiliki 

pekerjaan 

tetap, 

usaha/bisnis 

dan tabungan 

Keterangan: 

ACR = Allocation to Collection Ratio, PS = Program Sosial (Konsumtif),  

PE = Program Ekonomi (Produktif), PD = Program Dakwah 

 

 

 



 
 

 

Definisi: 

Program Sosial 

Program penyaluran zakat yang didesain untuk memenuhi kebutuhan 

mustahik yang bersifat mendesak dan jangka pendek (al-hajah al-massah) 

serta bersifat karitatif, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan. 

Program Ekonomi 

Program penyaluran zakat yang bersifat pemberdayaan dan bertujuan 

untuk membekali mustahik dengan kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya pada jangka panjang. 

Program Dakwah 

Program penyaluran zakat yang menitikberatkan pada penguatan dakwah 

dan mental spiritual mustahik, termasuk program advokasi dalam 

kerangka pembelaan terhadap kepentingan mustahik, serta upaya 

penyadaran masyarakat secara keseluruhan yang disertai dukungan aktif 

dalam pembangunan zakat nasional. 

 

 


